BAB Il
PENUTUP
A. Kesimpulan
Berdasarkan pembahasan dan hasil penelitian sebagaimana telah
dijabarkan, maka dapat disimpulkan jawaban atas permasalahan pokok
penelitian sebagai berikut :

1. Rehablitasi merupakan salah satu hak korban tindak pidana terorisme.
Kebijakan Rehablitasi terhadap Korban Tindak Pidana Terorisme didasarkan
pada Undang-Undang Nomor 31 Tahun 2014 perubahan dari Undang-
Undang Nomor 13 Tahun 2006 dan Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun
2008 Tentang Pemberian kompensasi, Restitusi, dan Bantuan Kepada Saksi
dan Korban sebagai peraturan pelaksananya. Berdasarkan Undang-Undang
dan Peraturan Pemerintah tersebut maka yang bertanggungjawab dalam
merehabilitasi korban tindak pidana terorisme adalah Lembaga Perlindungan
Saksi dan Korban sebagai pihak yang diamanatkan oleh Undang-Undang
dengan bekerjasama dengan instansi-instansi pemerintah maupun swasta.
Kebijakan terhadap rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme
yaitu pemberian rehablitasi medis, psikologi dan rehabilitasi psikososial.
Kebijakan Rehabilitasi psikososial masih belum terlaksana disebabkan
sulitnya mendapatkan informasi berkaitan dengan investigasi terhadap
korban dan instansi yang akan memfasilitasi terhadap pelaksanaan
rehabilitasi tersebut sedangkan untuk rehabilitasi medis dan psikologi

dilaksanakan dengan kerja sama terhadap lembaga lembaga terkait seperti
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Rumah sakit serta lembaga-lembaga sosial dan pusat kesehatan yang
berkaitan.

2. Kendala yang dihadapi Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban dalam
memberikan rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme yakni
Kurangnya pengetahuan korban tindak pidana terorisme dalam mendapatkan
hak-haknya, korban tindak pidana terorisme dan masyarakat pada umumnya
belum mengetahui keberadaan LPSK sebagai lembaga yang dimanatkan
Undang-Undang untuk memberikan pemenuhan hak-hak korban tindak
pidana terorsime, adanya Kketentuan-ketentuan normatif menghambat
pemberian rehabilitasi secara langsung terhadap korban tindak pidana
terorisme, dan masih banyak lembaga-lembaga pemerintahan yang belum
ada kerja dengan pihak LSPK dalam hal memberikan rehabilitasi terhadap
korban tindak pidana terorisme.

B. Saran

1. Untuk Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban disarankan agar dapat
melakukan sosialisasi terhadap masyarakat agar masyarakat lebih
mengenal Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban sehingga masyarakat
dapat mengetahui hak-haknya dihadapan hukum sebagai pihak korban
tindak pidana.

2. Untuk Pemerintah disarankan agar lebih memperhatikan hak-hak korban
tindak pidana terorisme dengan mengadakan kerjasama dalam hal
pemberian rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme sebagai

salah satu hak yang harus diperoleh korban sesuai dengan ketentuan-
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dalam peraturan perundang-undangan dan memperkuat posisi korban
dengan dilakukanya revisi terhadap peraturan perundang-undangan yang
menghambat pemberian rehabilitasi terhadap korban tindak pidana
terorisme.

3. Untuk pemerintah agar mempermudah persyaratan dalam pengajuan
rehabilitasi terhadap korban tindak pidana terorisme melalui peraturan
perundang-undangan.

4. Untuk Korban dan Masyarakat disarankan agar kiranya berani menuntut

hak-haknya sebagai korban tindak pidana terorisme.
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